
 

 

 
 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN  BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR   55  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  NOMOR 

48 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS 

POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, 

USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa tugas pengawasan tenaga kerja pada bidang 

tenaga kerja sesuai Peraturan Bupati Sidenrang 

Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bukan lagi 

kewenangan kabupaten/kota, sehingga perlu meninjau 

kembali untuk dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Kabupaten Sidenreng Rappang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

 1 

 

SALINAN 



 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 48 

TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS 

DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, 

MENENGAH, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  

 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 

Sidenreng Rappang, diubah sebagai berikut; 

 

1 Ketentuan huruf E pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

 

 

 



 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Susunan  Organisasi  Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencanaan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Koperasi; 

1. Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi; 

2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; 

2. Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

e. Bidang Tenaga Kerja; 

1. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja; 

2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja; 

f. Bidang Transmigrasi; 

1. Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi; 

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; 

g. Jabatan Fungsional. 

h. UPT Dinas. 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 15 

 

(1) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di 

bidang pemberdayaan, dan perlindungan tenaga kerja. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pemberdayaan, 

dan perlindungan tenaga kerja; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pemberdayaan, 

dan perlindungan tenaga kerja; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan, 

dan perlindungan tenaga kerja; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, dan 

perlindungan tenaga kerja; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diuraikan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 

sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 



 

 

 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. melakukan  penetapan penenmpatan dan perluasan tenaga kerja; 

h. melaksanakan  pembinaan Kegiatan produktivitas tenaga kerja; 

i. menyelenggarakan  penyuluhan, Pendaftaran dan seleksi serta 

penampungan dan  pemindahan tenaga; 

j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan melakukan sosialisasi 

dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja;   

k. merumuskan konsep  Standar Operasional peningkatan  

kesejahteraan pekerja dan keluarga  serta perlindungan, 

hubungannya dengan industrial ketenagakerjaan; 

l. melaksanakan penyuluhan, seleksi, penampungan dan pemindahan 

calon tenaga kerja; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tenaga 

Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

 

(1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan bidang Perlindungan Tenaga Kerja. 

 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan seksi Perlindungan Tenaga Kerja sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan seksi Perlindungan Tenaga Kerja sehingga berjalan 

lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi Perlindungan Tenaga Kerja untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 

sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. menyiapkan bahan perumusan konsep  Standar Operasional dalam 

rangka peningkatan  kesejahteraan pekerja dan keluarga; 

h. menyiapkan bahan perumusan konsep  Standar Operasional dalam 

rangka merlindungi dan mengawasi tenaga kerja di industrial 

ketenagakerjaan; 

i.  menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan, seleksi, penampungan 

dan pemindahan calon tenaga kerja; 

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Perlindungan Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 



 

 

dengan bidang tugasnya. 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang.  

 

 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal, 31 Desember 2018 

 

Plt BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 
 

 

 ttd 

 
 

           DOLLAH MANDO 

 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal, 31 Desember 2018 

 

          SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

   

 

                        ttd 

 

             SUDIRMAN BUNGI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 

NOMOR 55 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kabupaten  

      Kepala Bagian Hukum  

 

 

 

    A.M. FAISAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN  :  PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

                  NOMOR :         TAHUN 2016      

                  TANGGAL   :     

 

 

BAGAN STRUKTUR DINAS TRANSMIGRASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas 

Sekretariat 

Sub Bagian 
Perencanaan 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

 

Bidang 4 Bidang 3 Bidang 2 Bidang 1 

Jabatan Fungsional 

Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 

U P T Cabang 
dinas 


